KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 17/SB/2021

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK

PENYANDANG DISABILITAS

UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

a.

: 1.

PROVINSI SUMATERA BARAT,

bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Barat pada Rapat Paripurna tanggal
2 September 2020 telah menyampaikan secara resmi
Nota Pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Barat tentang Perlindungan dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud huruf a, telah dibahas Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi bersama Kepala Daerah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan
Hak Penyandang Disabilitas untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang Penetapan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai
Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1646];



10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyandang Disabilitas;

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi
Penyandang Disabilitas;

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap
Penghormatan, Pelaksanaan, dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik
Penyandang Disabilitas;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Akomodasi Yang Layak untuk Penyandang Disabilitas
dalam Proses Peradilan;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang
Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik
dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang
Disabilitas;

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang

Komisi Nasional Disabilitas;



Memperhatikan : 1. Hasil Pembahasan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat Bidang Kesejahteraan
Rakyat, yang disampaikan pada Rapat Paripurna
tanggal 3 Agustus 2021;
2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada
Rapat Finalisasi Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak

Penyandang Disabilitas tanggal 24 November 2020;

MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

Sumatera Barat tentang Penghormatan, Pelindungan dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah terlebih dahulu dilakukan kesepakatan
bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah yang
dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama, dan
ditandatangani oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Gubernur
Sumatera Barat.

KETIGA : Nota Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum
KEDUA diatas, merupakan lampiran yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 3 Agustus 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SU ERA BARAT
Ket

SUPARDI



